
www.peraturan.go.id 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No. 1500, 2021 KEMEN-PPPA. Penggunaan. DAK Non Fisik. Dana. 

Pelayanan. Perlindungan. Perempuan. Anak. 
Tahun Anggaran 2022. Petunjuk Teknis. 

Pencabutan. 

 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN 

DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN 

 PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2022, serta untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan 

pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala 

Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the 
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Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5946);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575);  

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 133); 

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 260); 

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

1032);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA 

PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan 

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya 

disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan 

layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, 
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tindak pidana perdagangan orang, dan anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya 

disingkat KTP adalah setiap tindakan yang berakibat 

atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau 

penderitaan perempuan secara fisik, psikis, atau seksual 

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau 

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik 

yang terjadi di ruang publik atau pribadi, termasuk 

kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam situasi 

darurat dan kondisi khusus, dan kekerasan dalam 

ketenagakerjaan. 

3. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat 

KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan 

secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, 

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum.  

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya 

disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian 

tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana 

yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai 

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. 

5. Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan 

anak yang menjadi saksi tindak pidana. 

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara  pemerintahan  daerah  yang  memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

7. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di 

bidang perlindungan anak.  
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8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah 

unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah 

Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan 

anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, 

perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 

9. Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 

adalah lembaga berbadan hukum milik pemerintah atau 

masyarakat yang melakukan upaya perlindungan 

perempuan dari kekerasan, baik dalam bentuk kegiatan, 

pelayanan, kebijakan, maupun administrasi. 

10. Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan 

Perlindungan Khusus adalah lembaga berbadan hukum 

milik pemerintah atau masyarakat yang melakukan 

upaya pelayanan bagi anak korban kekerasan, 

diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah 

lainnya. 

11. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara 

Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi 

kemasyarakatan. 

12. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 

yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana operasional 

yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk 

mendanai kegiatan nonfisik untuk meningkatkan upaya 

pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak, serta dukungan manajemen 

pelaksanaan Dana Pelayanan PPA. 

13. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 

Pelayanan yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan 

adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan 

nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KTP, KTA, 

TPPO, dan ABH. 

14. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 

Pencegahan yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan 

adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan 
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nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KTP, KTA, 

dan TPPO. 

15. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak 

Manajemen yang selanjutnya disebut BOPPA Manajemen 

adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan 

kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan 

nonfisik sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen 

dan penanganan kasus, termasuk sistem pencatatan dan 

pelaporan kasus, dan manajemen pelaksanaan Dana 

Pelayanan PPA. 

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 

yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang 

ditetapkan. 

17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen 

PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 

perempuan dan tugas pemerintahan di bidang 

perlindungan anak. 

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan 

tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 

 

Pasal 2 

(1) Dana Pelayanan PPA diberikan kepada daerah untuk 

membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan 

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas 

pembangunan sumber daya manusia perlindungan 

perempuan dan anak. 

(2) Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan melalui rencana kerja pemerintah. 
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Pasal 3 

Petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA 

dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Dana 

Pelayanan PPA bagi Pemerintah Daerah provinsi dan 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP DANA PELAYANAN PPA 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Dana Pelayanan PPA dilaksanakan dalam 

bentuk BOPPA yang terdiri atas: 

a. BOPPA Pelayanan; 

b. BOPPA Pencegahan; dan 

c. BOPPA Manajemen. 

 

Pasal 5 

BOPPA Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a meliputi: 

a. layanan medikolegal; 

b. layanan pendampingan tenaga ahli; 

c. layanan rumah perlindungan; 

d. layanan penjangkauan dan pendampingan korban; dan 

e. layanan gelar kasus. 

 

Pasal 6 

BOPPA Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b meliputi: 

a. pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor 

pencegahan KTP, KTA, dan TPPO; dan 

b. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam 

pencegahan KTP, KTA, dan TPPO. 

 

Pasal 7 

BOPPA Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf c meliputi: 
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a. dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelayanan PPA; 

dan 

b. pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, 

dan TPPO. 

 

BAB III 

PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA 

 

Pasal 8 

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi: 

a. perencanaan kegiatan dan penganggaran; 

b. pelaksanaan kegiatan; 

c. pelaporan; dan 

d. pemantauan dan evaluasi. 

 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Dana 

Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

sesuai kondisi dan kebutuhan daerah yang mengacu 

pada: 

a. Peraturan Presiden mengenai rincian anggaran 

pendapatan dan belanja negara;  

b. Keputusan Menteri mengenai rincian alokasi Dana 

Pelayanan PPA; dan 

c. informasi resmi mengenai alokasi dana transfer 

khusus tahun anggaran 2022 yang dipublikasikan 

melalui portal kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 

(2) Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri 

paling lambat tanggal 4 Maret 2022. 

(3) Menteri melakukan penilaian dan persetujuan terhadap 

rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). 

(4) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disampaikan oleh Kemen PPPA kepada kementerian yang 
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara paling lambat 31 Maret 2022. 

(5) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA 

ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

sesuai dengan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disetujui oleh 

Menteri melalui Sekretaris Kemen PPPA. 

(6) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan 

alokasi antar BOPPA dalam rencana kegiatan Dana 

Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

kepada Menteri sesuai dengan kebutuhan daerah paling 

lambat pada bulan Agustus tahun berjalan dengan 

melampirkan: 

a. telaahan pentingnya perubahan dari kepala Dinas 

provinsi dan/atau kepala Dinas kabupaten/kota;  

b. surat pengantar dari kepala daerah; 

c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala 

daerah; dan 

d. rincian rencana perubahan.  

(7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling 

banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi 

anggaran masing-masing BOPPA. 

(8) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

tidak mengurangi target sasaran yang telah ditetapkan 

dan mendapat persetujuan dari Menteri melalui 

Sekretaris Kemen PPPA. 

 

Pasal 10 

(1) Kemen PPPA dapat menyampaikan rekomendasi 

penghentian penyaluran Dana Pelayanan PPA dengan 

kondisi: 

a. daerah menolak untuk menerima Dana Pelayanan 

PPA dengan melampirkan surat dari Kepala Daerah; 

dan/atau 

b. jumlah sisa dana tahun 2021 melebihi pagu alokasi 

tahun 2022. 



www.peraturan.go.id 

2021, No. 1500 -10- 

(2) Surat rekomendasi penghentian Dana Pelayanan PPA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tahun anggaran 

berakhir. 

 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh 

Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota. 

(2) Dalam hal daerah telah memiliki UPTD PPA maka 

pelaksanaan BOPPA Pelayanan dilakukan oleh UPTD 

PPA. 

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat membangun hubungan kerja yang didasarkan 

pada kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan 

Perlindungan Perempuan  dan/atau Lembaga Penyedia 

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan 

Khusus. 

 

Pasal 12 

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c 

disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara melalui 

direktorat jenderal yang mempunyai tugas di bidang 

perimbangan keuangan dan Kemen PPPA melalui 

Sekretariat Kemen PPPA. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang 

terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dana; dan 

b. laporan realisasi penggunaan dana.  

(3) Selain laporan yang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), laporan kepada Kemen PPPA dilengkapi dengan 
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kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Dana Pelayanan PPA. 

(4) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan/atau 

nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 

ditujukan kepada Kemen PPPA disampaikan setiap 

triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah 

akhir triwulan berjalan. 

(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 

digunakan oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan 

kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional sebagai bahan pemantauan dan evaluasi sesuai 

dengan kewenangannya masing-masing. 

 

Pasal 13 

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d dilakukan oleh Menteri. 

(2) Dalam hal diperlukan, pemantauan dan evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dapat 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan oleh 

Sekretariat Kemen PPPA bersama: 

a. Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan; 

b. Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak; dan 

c. Inspektorat. 

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat melibatkan kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara, kementerian yang menyelenggarakan 

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan 

kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan 
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pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan 

nasional. 

(5) Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali 

dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

(6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

 

Pasal 14 

(1) Pengelolaan keuangan Dana Pelayanan PPA dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Standar harga satuan dalam pengelolaan keuangan Dana 

Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar 

Harga Satuan Regional. 

(3) Dalam hal standar harga satuan dalam pengelolaan 

keuangan Dana Pelayanan PPA tidak diatur dalam 

Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Pemerintah Daerah dapat menetapkan standar satuan 

harga yang berlaku di daerahnya masing-masing.    

 

Pasal 15 

Dana Pelayanan PPA bersumber dari anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah untuk 

mencapai prioritas nasional dilaksanakan sesuai dengan 

petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun 

anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 
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BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 16 

Dana Pelayanan PPA yang diberikan kepada Pemerintah 

Daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk pelaksanaan 

urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di 

daerah. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. sisa Dana Pelayanan PPA yang terdapat di RKUD sampai 

dengan akhir tahun 2021 wajib dianggarkan kembali oleh 

Pemerintah Daerah dalam anggaran pendapatan dan 

belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. dalam hal Pemerintah Daerah menerima Dana Pelayanan 

PPA tahun 2022, sisa dana pelayanan tahun 2021 akan 

diperhitungkan dalam penyaluran Dana Pelayanan PPA 

tahun 2022; 

c. dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerima Dana 

Pelayanan PPA tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah 

wajib menggunakan sisa Dana Pelayanan PPA tahun 

2021 tersebut dengan mengacu kepada petunjuk teknis 

tahun 2022; dan 

d. dalam hal sisa Dana Pelayanan PPA sebagaimana 

dimaksud dalam huruf c tidak habis digunakan sampai 

dengan akhir tahun anggaran 2022, kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan negara c.q. direktorat jenderal yang 

mempunyai tugas di bidang perimbangan keuangan 

dapat melakukan pemotongan dana alokasi umum 

dan/atau dana bagi hasil sebesar sisa Dana Pelayanan 
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PPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan 

Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan 

Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 19 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.     
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A. Latar B-elakang 

PerUndungan perempuan dan anak merupakan bagian dart 
pembangunan riasional yang sanga penting dalam pembangunan 
sumber daya manusla. DI dalam Rencana Pembangunan .Jangka 
Menengab Nasional (RPJMN) 2020-202 , perlindungan p rempuan dan 

anak merupakan bagtan dart priorttas peningkatan sumber daya 
manusta jSDM) yang berkualttas dan berdaya salng. 

Perlindungan perernpuan dan anak juga merupakan bagian dart 
komitmen global di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Sustainable Development Goals/SDGsl, Terdapat sedlkitnya 170 dart 
total 289 Indlkator di 17 Goals terrnasuk 12 lndikator di Goal S terkalt 
dengan kesetaraan gender, perlindungan perernpuan dan anak. Hal iru 

mengindikasikan pentingnya perungkatan kualltas perempuan dan anak 
dalam upaya menciptakan pernbangunan berkelanjutan di durua. 

Selain komltmen SDGs, Preslden Juga telah memberikan 5 [llma] 
arahan priorttas untuk perlindungan perempuan dan anak, yattu 
peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang 

berperspektif gender pentngkatan pemn ibu dan keluarga dalam 
pendldlkanj'pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan 
perkawtnan anak, 

BAB! 

PENDAHULUAN 

LAMPJRAN 

PERATURAN MENl'ERI PEMBERDA AAN PEREMP AN 

DAN PERLIND NGAN ANAI< REPUBLTK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 20_ l 

TEN'rA G 

PETUNJUK TEKNIS PENGGU AAN DANA ALOK.ASI 

KHUSUS ONFISCK DANA PELAYANAN 

PERLINDU GAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN 

ANGGARAN 2022 
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DI dalam Rencana Kerja Pernertntah IRKP) tahun 2022, pentngkatan 

kualitas perempuan dan anak telah ditetapkan sebagai bagian dart 

Prioritas Nasional ketiga Penlngkatan Kualitas Sumber Daya Manusta 

ang Berdaya Salng (PN 3), dengan sasaran: 11 meningkatnya Indeks 

Perlindungan Anak (fPA) menjadi 69 87; dan 2) meninglmtnya Indeks 

Pembangunan Gender (IPGJ rnenjadi 91 11-91 ,22. Adapun sasaran 

perlindungan perempuan dan anak di dalam Program Priorita.s 

Perungkaian Kual1tas Perempuan, Anak, dan Pernuda 5 (PP 5 adalah 

menurunnyn preva.lensi anak usla 13-17 tahun yang pernah mengalami 

kekerasan sepanjang hidupnyn dan menurunnya pr valensi kekerasan 

terhadap perempuan usta l 5-6 tahun di J 2 bulan terakb.ir. 

Mesldpun hak-hak perempuan clan anak telah dijamtn dan 

dilindungi, narnun Iaktanya kekerasan terhadap perempuan dan anak 
masih tlnggi. Data basil Survei Penga)aman Hidup Perempuan Nasional 

(SPHPNI pada tahun 2016, menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap 

perempuan di Lndonesfa masth ttnggl yaitu 33,33 persen atau J dart 3 

perempuan usta 15-64 tahun pernah mengalam.1 kekerasan fisik 

dan/atau seksual selama hldupnya dan sekitar l dart 10 perempuan 

usla 15-6 tahun mengalarntnya dalam 12 bulan terakhlr. Selanjutnya., 
berdasarkan Survei Nasional Pengalrunan Hidup Anak dan Remaja 

(SNPHAR) pada tahun 2018, 2 dari 3 anak atau 66,67 persen anak 

pernah mengalaml salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. 
Kekerasan yang dialami perernpuan dan anak menyebabkan tidak 

optimalnya tu.mbuh kembang anak dan menghambat peran sert 

perempuan dalam pembangunan. 
Perlindungan terhndap perempuan dan anak merupakan upa a 

untuk mellndungi hak mereka akan rasa aman dan lcead.iJan sehlngga 
mereka bebas dart segala bentuk kekerasan dl mana anak dapat 

tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat 

berdaya, produktlf, dan berparttslpasl secara bermakna dalam 

pembangunan.-Upaya melindu.ngi perempua.n dan anak membutuhkan 

ker]a sama, koordinasl, dan kolaborasl seluruh pihak terkait, yaltu 

antara pemertntah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyaraka 

media, dunia usaha, keluarga, dan komurutas, 

Undang-Undang omor 23 Tahun 2014 teotan.g Pemerintahan 

Daerah mengamanatkan terpenuhinya pen ediaan layanan bagi 

perempuan korban kekerasan dan laynnan bagt anak yang rnemerlukan 
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C. Ruang Llngkup 

Ruang Llngkup Dana Pelayanan PPA adalah: 

L BOPPA Pelayanan mellputi: 

2. Tujuan Khusus 

a. meningkatkan cakupan dan kualltas layanan perllndungan 

perempuan dan anak serta menin.gkatkan layanan bagt 

perempuan dan anak korban kekerasan, korban TPPO, dan ABH 
dl daerah: 

b. menguatkan upaya pencegahan KTP KTA, dan TPPO di daerah; 

dan 

c. meningkatkan kualitas tata kelola layanan JCTP. KTA, TPPO, dan 

ABH di daerah, 

B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Membantu kewenangan) Pemerimah Daerah dalam rnencapai 

priorttas pembangunan naslonal, yaitu menuru.nkan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan Iayanan bag! 

perempuan dun anak korban kekerasan, korban TPPO, dan ABH. 

demiklan, pen redlaan layanan tersebut masih menghadapl berbagal 

kendala, salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah dalam 

upaya pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan 

anak, untuk membantu mengatast permasalahan tersebut, pemerintah 
pusat mengalokasikan Dana Alokast Khusus onfisik Dana Pelaj anan 
Per!lndungan Perempuan dan Anak {Dana Pelayanan PPA) kepada 

Pemertntah Daerah provlnsi/kabupaten/kota.. 
Dana Pelayanan PPA in1 bukan suatu leg!tlmasi pemertmah pusat 

untuJc meogambil tanggung jawab pernbiayaan perlindungan perempuan 

dan anak dl daerah, namun untuk membantu daerah melaksanakan 

kewenangannya dalam melinclungl perempuan dan anak dart kekerasan, 

sebagat bagian dart prtorttas nasional. 

Dalam rangka pelakaanaan Dana Pelayanan PPA, Kernen PPPA 

menyusun petunjuk teknis sebagal pedoman penggu.naan anggaran yang 
bertst penjelasan pertnctan kegiatan pemanfaaran Dana Pelayanan PPA. 

arnun perllndungan khusus dl tingkat provinsl/kabupaten/kota. 
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E. Prtnsip Dasar 

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA berpedoman pada prtnsip: 
L Keterpaduan 

Kegiatan Dana Pelayanan PPA direncanakan dan dilaksanakan 
secara terpadu, lmtas bidang, untuk mencapai beberapa tujuan 
kegiatan prtoTitas dengan rnelibatkan para pelaksana program setlap 
tmgkatan (Dinas provinst, Dlnas kabupatenfkota, serta uvro PPA 

provinsi dan kabupaten/ko a , llntas sektor sepertl kepolisian, 
rurnah sakit umum daerah dinas sosial, kejaksaan, pengadilan 
unsur masyarakat seperti tokoh agarna, tokoh masyarakat, guru 
sekolah, camat, lurah/kepala desa clan jaja.rannya, serta unsur 
lainnya. Dalam penggunaa.o tidak dlbagt-bagt untuk setiap bidang 
dan sekst berdasar struktur organisasi perangkat daerah tetapl 
untuk pelaksanaan program secara tertntegrasi. 

D. Sasaran 

l. Dlnas provinsl; 
2. UPTD PPA provtnsi; 
3. Dtnas kabupatenj'kota; dan 
4. UPTD PPA kabupatenj'kota, 

3. BOPPA Manajemen meliputi: 
a. dukungan manajemen pelaksanaan Dana Pelaynnan PPA; dan 
b. pelatthan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan 

TPPO. 

2. BOPPA Pence-gahan meliputi: 

a. pertemuan koord.Inasi dan kerja sama lintas sektor peneegahan 

KTP, K'TA, dan 'I'PPO; dan 
b. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan 

KTP, KTA, dan TPPO. 

a. layanan medikolegal: 

b. layanan pendamplngan tenaga ahli; 

c. laynnan rumah perlindungan; 

d. layanan penjangkauan dan pendamplngan korban: dan/atau 

e. laynnan geler .kasus. 
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F. Kebija.kan Umum 

1. Dana Pelayanan PPA adalah dana yang bersumber dart anggaran 

pendapatan dan belanja negara APB I yang dtalokaslkan kepada 

daerah untuk memba.ntu mendanal kegiatan yang merupakan 

urusan daerah sesuat dengan prtorttas nastonal. 

2. Dana Pelayn.nan PPA bukan dana utama dalam penyelenggaraan 

perltndungan perempuan dan anak di daerah, sehtngga daerah 

dituntut untuk berkomitmen dan mengupayakan pemenuhan 

anggaran urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
dengan sungguh-sungguh serta memndukan semua potenst 

pendanaan yang ada dengn.n kreatif dan lnovatif. 

3. Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkalt 

standar btaya clan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuat kondisi 

da rah dengan tetap mengacu pada peraruran perundang-undangan. 

4-. Kemen PPPA menetapkan provtnsi dan kabupaten/kota penertma 

Dana Pela anan PPA sesuai dengan knterta telrn.is yang sudah 

dise-pak.at::l dengan kernenterian yang menyelenggarnkan urusan 

pemertntahan di bidang keuangan negara, kementerian/badan yang 
menyelenggarakan urusan pernertntahan cU bidang pereneanaan 

pembaogunan nasionaJ, dan kementerian yang menyelenggaraJmn 

urusan di bidang pemerintahan dalam negert. 

5. Rencana kegiatan yang dlsusun oleh Pemertntah Daerah hams 
mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan Dann P layanan PPA 

2. Efisien 

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memanfaatlran surnber 

daya yang ada secara tepat, cennat, dan seopttmal mungki.n unruk 

mencapai tujuan, serta tidak dupllkasi dengan sumber pembiayaan 

lain. 

3. Efektil 

Kegiatan yang dllaksanakan berdayn ungkit tinggi terhndap 

pencapaian prtorttas naslonal, Penetapan kegtatan dllakukan 

berdasarkan prlorltas penyelesaian rnasalah, 

Akuntabel 

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Pelayana.n PPA harus dapa 

dipertanggungjawabka.n sesuai dengan ketentuan pemturan 

perundang-undangan, 
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Tahun Anggn:ran berjalan dan sesual dengan peraturan perundang­ 

undangan dl mastng-mastng daerah 

0. Pelaksanaan kegtatan yang dibiayai oleh Dana Pelayanan PPA tidak 

boleh duplfkast dengan sumber pembiayaan APBN, anggaran 

pendapatan dan belanja daerah (APBD, rnaupun pernbtayaan 

lainnya. 

7. Daerah dapa melakukan perubahan rencana kegiatan, termasuk 

pergeseran anggaran antar BOPPA Dana. Pelayanan PPA setelah 

mendapat persetujuan dart Kernen PPPA. 

8. Daerah tidak diperkenankan melakukan perubahan Berita Acara 

Dana Pelayanan PPA setelah bulan Agustus tahun berjalan. 

9. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Pelayana.n 

PPA mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan daerah, 
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2. Hasil atau Outcome 
a. meningkatn a cakupan dan kualitas perempuan dan anak 

korban kekerasan, '"fPPO dan ABH yang mendapatkan la anan 
komprehensif; 

B. Indlkator Keberhasllan 

Tujuan Dana Pelayanan PPA adalah membantu daerah dalam 

melaksanakan kewenangannya untuk mencapal priorttas nastonal yaitu 

menurunkan kekerasan terhadap perempuan clan anak serta 

menlngkatkan layanan bag! perempuan dan anak korban kekerasan dan 

TPPO, de.ogan indikator keberhasllan: 

1. Keluaran atau Output 
a. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO, 

dan ABH tlngkat daerah provinst dan llntas daerah 
kabupaten/kota yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan; 

b. meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan, TPPO 

dan ABH di tlngka kabupaten/kota yang mendapatkan la anan; 

c. meningkatn a cakupan stakeholder dan masynrakat yang 
mendapatkan komunikasl infonnasl dan edukasi (KIE) terkalt 
KTP, KTA clan TPPO; dan 

d. rneningkatnya SOM ang mendapatkan pelatihan Sistem 

lnformasi Online Perllndungan Perempuan dan Anak jSlMFONl 
PPAI dan manajemen kasus. 

A. Kebijakan 

Kebijnkan Dan. Pelayaoan PPA diarahkan untuk: 

1. peningkatan cakupan dan kualltas layanan perlindungan perempuan 

dan anak dart kekerasan, TPPO, dan ABH di daerah: 

2. penguatan upnya promotif dan preventif pencegahan Kn>, KTA clan 
TPPO di daerah; dan 

3. pentngkatan kapasltas kelembagaan dan SOM perllndungan 

perempuan dan anak serta penlngkatan eakupan dan kuahtas 

pencatatan dan pelaporan kasus KTP dan KTA di daerah. 

BAB II 

ARAH KEBIJAKAN DAN IND!KATOR KEBERHASil.AN 

DANA PELAY 

2021, No. 1500 -22- 



www.peraturan.go.id 

b. meningkatnya pemahaman stakehold r dan masyarakat terkait 
KTP, KTA dan TPPO; dan 

c. meningkataya cakupan dan kualrtas data terkait KTP, KTA, dan 
TPPO. 
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A. Penentuan Penertma Dana Pelayanan PPA 022 

l. Data yang cligunakan sebagat penentuan target adalah: 

a. Penyelesaian Bertta Acara Persetujuan Dana Pelayanan PPA 
Tahun 2021. 

b. Data korban kekerasan erhadap perempuan dan anak di 

provtnsl dan lmbupaten/kota pada plikasi SlMFONl PPA tahun 

2020. 

c. Capalan PPPA di daerah berdasarkan evaluasi yang dilakukan 

oleh l ernen PPPA: 

I] data lmbupaten/kota yang menerima penghargaan 
Kabupaten/Kot.a Layak Anak (KLA 

21 data provinsi/kabupaten/kota yang menerima penghargaan 
Anugerah Parahlta Ekapraya (APEi 

d. Data prnvinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki 
kelembagaan PTD PPA berdasarkan data Kernen PPPA tahun 

2021. 

e. Peta Kapasit.as Fiskal Daerah, sesual dengan Pernturan Mentert 
Keuongan Nomor 120/PMK.07 /2020 tentang Peto Ka.pasitas 
Fiskal Daerah, 

2. Masing-maslng vartabel memiliki klaslfikasi ynng berbeda-beda, 
yaitu: 

a. daerah yang beJum menyelesaikan Berita Acara Perserujuan 
Dann Pelayanan PPA Tahun 2021 dtkeluarlcan dalam 

penghitungan awal; 
b. daerah yang tidak menginputkan data korban kekerasan 

terhadap perernpuan dan anak dikeluarkan dalam perhitungan. 
Untu.k perhitungan data korban kekerasan terhadap perempuan 
dan anak tingkat kabupatenj'kota diguna.kan prevalensl 
kekerasan per 100.000 penduduk; 

c. data penertma penghargaan Kl.A dibagi ke dalam 5 Ilma] 
tmgkatan yattu idak: rnenertma penghargaan IO), Pm ama (1), 
Madya (2), Nindya (31, dan Utama (4); 

PPA 

BABIII 

PROSEDUR PE.LAKSANAAN DANA PELA Y 
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B. Perencanaan dan Penganggarn.n 

No Menu 
Target Daerah 

Provins I Kabupaten/ Kot.a. 

1. BOPPA Pelaynnan 34 _16 

2. BOPPA Pencegahan 34 216 

3. BOPPA Manajemen 3 216 

d. data penertrna penghargaan APE dlbagt ke clalarn 5 llima} 
tingkatan yaJtu tldak menenma penghargaan Oj, Pratama 11, 

Madya 12), Utama (3), dan Mentor 

e, data kelembagaan UPTD PPA dibag1 ke dalarn 3 (tiga) tingkatan 
ynitu belum terbentuk (0). berupa rekomendasi pembentukan 

UPTD ( l clan Lelah dltetapkan dalam Peraturan Kepola Daerah 
(2]· dan 

f. peta kapasltas flskal dibagi ke dalam 5 [ltma] nngkatan yaitu 

Sangat Tinggi ( 1 , 1'lnggi (2), Sed.ang (3), Rendah (-+-) dan Sangat 

Rendab (5). 

3. Maslng-masing varlabel data ini juga mem.illid bobot yang berbeda 

dlmana data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 

kelembagaan UP'fD PPA memll.ild bobot yang paling tlnggi 

dibandingkan dengan vartabel lainnya. Dengan demlktan, kedua 

krtteria tersebut rn njad] penentu palmg besar dalam penetapan 

daerah penerima Dana Pelayanan PPA. Hal ml dikarenakan Dana 

Pelayanan PPA bertujuan untuk menurunkan kekerasan terbadap 
perempuan clan anak serta meningkatkan laynnan bagt perempuan 

dan anak korban kekerasan, 
Penentuan provmst dan kabupaJ:en/kota penertma Dana Pelayanan 

PPA dilakukan dengan memperhattkau total skor yang diperoleh dart 

jumlah rulal mastng-mastng vartabel dtkahkan dengan bobot yang 
telah ditentukan. 

5. Selaln lru, jugn penenruan target berusaha un uk memperhatikan 
pola sebaran yang merata di seluruh kabupatea/kota di Indoneaia, 

6. Dengan demlkian, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan 

maka dltentukan jumlah daerah yang menerima Dana Pelayanan 

PPA berdasarkan tabel berikut Inl: 

2021, No. 1500 
-25- 



www.peraturan.go.id 

NO BOPPA Sub Kegiatan 
Provinai Kabupaten/Kota 

1 BOPPA 2 08 03 1 02 02 2 08 03 2 02 02 

Pelayanaru Koordinasi dan Koordinasi dan 

a. La anan Slnkronlsasi Sinkronlsasl 

Medikolegal; Pelaksanaan Pelaksanaa.n 

1. Daerah diletapkan sebagat penertma Dana Pelayanan PPA sesuai 

dengan krtteria teknls yang dltetapkan oleb Kemen PPPA melaluJ 

koordinasi hntas sektor dl tlngkat Pusat dengan kernen erion/ badan 

yang menyelenggarnkan urusan pemertntahnn di bidang 

perencanaan pernbangunan nastonal kement rian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dl bidang keuangan 

negara, dan kementerian yang menyelengga.rnkan urusan dl btdang 

pemertntahan dala.m negert; 

2. Daerah penertma Dana Pelayanan PPA dart Kernen PPPA selnnjutnya 

menyusun rencana kegiaran untuk menyesuaikan kebutuhan nyata 

di lapangan sehmgga erjadi pencocokan dan penyelmbangan 

pengelolaan Dana Pelayanan PPA antara pusat dan daerah: 

3. Dana Pelayanan PPA yang dlalokasikan kepada daerah dituangkan 

dalam d.olrumen perencanaan dan penganggarao sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dl daerah: 

Penyusunan program clan kegiatan dalarn Rencana Kerja dan 

Anggaran {RICA) berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi organlsast, 

prioritas program dalam rangka pencapaian prioritas nasional, sert 

Norma. Standar, Prosedur, dan Krlterla ( SPKI yang dilaksanakan dl 

daerah seeara terintegrasi; 

5. Dlnas menyusun RKA berdasar pagu Dana Pelayanan PPA yang 

ditertma; 

6. PTO PPA menyusun RKA BOPPA Pela anan berdasarkan alokasi 

yang diterima daerah dan hasll RKA dlkompilasi oleh Dinas menjadl 

RKA Dinas atau dapa berupa RKA tersendirl sesual aturan yang 

berlaku: 

7. Dalarn penyusunan RKA, Dinas dan/atau UPTD PPA berpedoman 

pada Kodeflkast, Klastflkasl, dan Nomenklntur Perencanaan 

Pernbangunan dan Keuangan Daerah, sebagalmana bertkut: 
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NO BOPPA Sub Kegiatan 

Provinsi Kabupaten/Kota 

b. Layanan Pen edlaan Penyed.iaan Layanan 

Penclampingan Layanan Rujukan Rujukan Lanjutan 

Tenaga Ahli; Lanjutan bagi bagi Perempuan 

c. Layanan Perempuan Karban Korban Kekerasan 

Rum ah Kekerasan Kewenangan 

Perlindungan; Kewenangan Kabupaten/ Kota 

d. Layanan Provinsl 
Penjangkauan 2 08 07 2 02 02 

dan 2 os 01 1 os 02 Koordlnasl dan 

Pendampingan Koordinasl dan Sinkronisasi 

Korban;dan Sinkronisasl Pelaksanaan 
e, Layanan Gelar Pelaksanaan Pendampingan Anak 

Kasus Pendampingan yang Memerlukan 

Anak yang Perlmdungan 

Memerlukan Khusus 

Perlindungan Kewenangan 

Khusus Kabupaten/Kotn 

Kewenangan 

Provlnsi 

2 BOPPA 2 08 03 I 01 01 2 08 03 2 01 01 

Penoegahan: Koordinasl dan Koordlnasl dan 

a. Pertemuan Sinkronisasi Sinkronisasf 

Koor din.as I Pelaksanaan Pelaksanaan 

dan Kerja Kebijakan Program Kebijaknn,Progrrun 

Sama Llntas dan Kegiatan dan Kegiatan 

Sektor Pencegahan Pencegn.ha.n 

Pencegahan Kekerasan Kekern.san terhadap 

KTP, KTA,dan terhadap Perempuan Lingkup 

TPPO; Perempuan Daer ab 

dan/atau Kewenangan Kabupatenj'Kots 
b. Penggerakan Provtnsi 

dan 

Pemberdayaan 2 08 07 l 01 02 208 07 01 02 

Masyarakat Koordinasi dan Koordinasl dan 
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8. RKA yang telah d.lsusun selanjutnya dlkoordinasikan oleh Dlnas 

untuJc dituangkan dalam APBD; 

9. Dalarn hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah disepakari 

Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenal 

rtncian APBN Tahun Anggaran 022 dltetapkan atau informasi resml 

mengenal alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 

melalul portal kementerlan yang menyelenggarakan urusa.n 

pemerintahan di bldang keuangan negara belum drpubltkastkan, 

Dana Pelayanan PPA dhnaksud Jangsung dranggarkan dalam 

rancangan Peratumn Daerah tentang APBD Tahun Anggarnn 2022; 

10. Dalarn hal Peraturan Presiden mengenal rtnclan APBN Tahun 

Anggaran _022 atau infonnasi resmi mengenai aloka.si Dona transfer 

Khusus Tahun Anggaran _0_2 melalul portal kernenterian ang 

NO BOPPA Sub Kegiatan 

Provinsi Kabupaten/Kota 

dalam Slnkronisasi Sinlmmisasi 

Pencegahan Pencegahan Pencegahan 

KTP, ICTA, dan Kekerasan Kekerasan terhadap 

TPPO. terhadap Anak Anak Kewenangan 

Kewenangan Kabupaten/ Kota 

Provinsf 

3 BOPPA 2 08 07 l 03 02 208 07 03 02 

Manajemen: Koordinasi dan Koordinasi dan 

a. Dukungan Slnkronisasl Sinkronisasl 

Manajemen Peningkatan Peningkatan 

P laksanaan Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber 

Dana Da a Lembaga Da.ya Lembaga 

Pelayanan Penyedia Layanan Penyeciia Layaoan 

PPA;dan Anakya.ng Anak _ang 
b. Pelatihan Memerlukan Memerlukan 

tanajemen Perlindungan Perllndungan 

dan Khusus Khusus Tingkat 

Penanganan Kewenangnn Dae rah 

Kasus KTP, Provlnsi Kabupaten/ Kota 

KT dan 

TPPO. 
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menyelenggarakan urusan pemertntahan di bidang keuangan negara 

dlpubltkaslkan s telah Peraturan Daerah tenta.ng APBD Tahun 

Anggaran 2022 dltetapkan, Pemerintah Daerah barus 
menganggarkan Dana Pelayanan PPA dengan melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggamn 
2022 clan diberttahukan kepada Ptmpinan DPRD, untuk selanjutn a 
dianggarkan clalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 
Daerah yang tidak melakukan atau telah rnelakukan perubahan 
APBD Tahun Anggaran _022; 

11. Dalam bal penyusunan RKA Dana Pelayanan PPA belum sesual 
dengan Kodefikasi, Klaslfikasi, dan Nomenklatur Perencnnaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daera.h 
melakukan penyesunlan anggaran dengan rerlebih dahulu 
mela.kukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2022; 

l 2. Sisa Dana Pelayanan PPA yang terdapat di RK D sampai dengan 

akhir tahun wajib dtanggarkan kernbali oleh Pemerintah Daerah 

dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

13. Sisa Dana Pelayanan PPA tersebut diperhlrungkan dengan 
penyaluran Dana Pelayanan PPA pada tahun anggaran berikutnya; 

14. Dalam ha! terdapat daerah ang tidak mendapatkan alokast Dana 
Pelayanan PPA pada tahun anggaran berilcutnya, namun masih 
terdapat slsa Dana Pelayanan PPA, Pernertntah Daerah wajtb 
menggunakan sisa Dana Pelayanan PPA sesuai dengan petunjuk 
teknis ang dikeluarkan oleh Kernen PPPA, dengan proporsl alokasi 
auggarnn sebesar 58% BOPPA Pelayanan, 25% BOPPA Peocegahan, 
dan 17% BOPPA Manajemen; 

15. Dalarn haJ Peraturan Daerah tentang APBD Tabun Anggaran 2022 
telah dltetapkan dan masih terdapa sisa Dana Pelayanan PPA yang 
merupakan bagian SILPA, dianggarkan kembali dalarn APBD Tabun 
Anggaran 202 dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala 
Daerah teruang Penjabaran APBD 'l'ahun Anggaran 2022 dan 
diberttahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

Tahun An_ggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemertntah 
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D. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuanganl Dana 

Pelayannn PPA dalam APBD 

Mekanisme pelaksanaan penge!olaan dan pertnnggungjawaban anggaran 

transfer ke daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, dengan memperhatikan 

beberapa hal sebagai bertkut: 

1. Mempedomanl mekamsrne dan ketentuan yang berlaku tentang 

pengadrum barang dan [asa; 
2. Dana Pelayanan PPA tidak boleh dimanfaatkan unruk: 

a, belanja modal; 

b. belanja jasa tenaga ahlt bagt Dinas, U?rD PPA dan Kernen PPPA; 

C. Dalam melaksanakan kegi.atan Dana Pelayanan PPA, Dinas clan/atau 

UP1U PPA dapat mernbangun hubungan kerja yang dldasarkan pada 

kemitraan dengan Lembaga Penyedia Layanan Perllndungan Perempuan 

dan/atau Lembaga Penyedia Layanan bagt Anak _ ang Memerlukan 

Perllndungan Khusus terdiri dart: 
1. Lembaga atau instltusi lain milik pernertntah atau negara, antara 

lain: 
a, SUbdlrektorat Rernaja, Anak, clan Wanita [Renakta], Unit 

Pelayanan Perempuan dan Anak, dan Unit TPPO di tingkat Polda 

clan Polres; 

b. Kejaksrum egert clan Kejnksaan Tinggi; 
c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerin ahan 

btdang sosial di provtnsi dan kabupaten/kota; 

d, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemertmahan 

bidang kesehatan di provinsl dan kabupaten/kota; dan 

e. lembaga pen edia layanan perlindungan perempuan dan anak 

lainnya. 

2. Lembaga millk masyarakat, organisasi keagamaan, dan asosiasi 

prof es I. 

Daerah yang ndak melakukan atau telah melakukan perubahan 

APBO Tahun Anggaran 2022; dan 

16. Rencana penggunaan Dana Pela. anan PPA dimulai bulan Januari 

sampat dengan Desember tahun anggaran berjalan, dan dttuangkan 

dalam rencana kegtatan yang rinci setiap bulan, 
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c. honorartum narasumber bagt Dlnas, PTO PPA, dan Kernen 

PPPA.; dan 

d. belan]a perjalanan dtnas bag! Kemen PPPA. 

3. Pencegahan Pandeml Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

Mempertimbll?lgkan kondlsl perkembangan pandeml Covld- 19 di 

Indonesia, bertkut erdapat beberapa hal yang dapat dilakukan 

dalam pelaksanaan Dana Pelayanan PPA antara lain: 

a. dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan dan 

berupaya untuk tid.ak menciptakan kerurnunan massa serta 
menjaga jarak an tar peserta kegiatan; 

b. rapat/sosiallsasi/pelatlban dapat dtlakukan secara virtual atau 

online; 
c. dapat mengeluarkan biaya terkalt pencegahan Covid-19, yaitu: 

1) rapid/ swab test Covid- 19; 

21 pembelian masker, hand sanitizer dan vitamin penambah 

daya tahan tubuh; 
31 biaya komunikasl berbenruk pulsa telepon/paket data 

Internet untuk kegtatan yang dllaksanakan secara online atau 

melalui sarana tcleoonference/uideo conference; dan 

honorarium narasumber dan moderator untuk kegiatan yang 
dilakukan secara online a tau melalul sarana 
teleconference/ video conference. 
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BOPPA Pelayanan 
Ban uan operasional ini disesuaikan dengan kebutuhan korban dalarn 
proses pernenuhan hak-hak korban, menu kegiaran yang dimungkinkan 
untuk pelayanan inf adalah sebagal bertkut: 
1. Layanaa Medlkolegal 

a, Defi.nlsi 
Bentuk pelayanan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh 
tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi 
kedokteran a as dasar kewenangan yang dimilild untuk 
kepentingan hukum pennnganan KTP, KTA, dan TPPO. 
Kebutuhan pelayanan medikolegal dapat dikeluarkan sesual 
dengan permintaan dart kepoltstan, 

b. Linglrup 

11 isum ct repertum. 
a) pemertksaan korban hidup 
b) pernertksaan korban meninggal 

• pemeriksaan luar; dan 

• pemertksaan dalam/otopsi. 
c) pemeriksaan penunjang 

• histopatologi forensik; 
• toksikologi kualitatif narkotika, psikotropika, dan zat 

adiktif lainn a (NAPZA); 
• toksikologi kuantitatlf NAPZA: 
• toksikologi lrualitatif; 

BOPPA adalah belanja langsung berupa belan]a barang dan jasa uotuk 
kegiatan operasional yang sifatnya pela anan publik, terdlri darl: 

BAB TV 

PENOGUNAAN DANA PE:LAYA PP 
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2. Layanan Pendampl.ngan Tenaga Ahli 

a. Definisi 
Merupakan biaya yang dtkeluarkan untuk membayar jasa profesi 
tenaga profesional balk kepada aparatur sipU negara rnaupun 
masyarakat yang memili.ld kualifik st, kompetensl, serttftkast, 
dan/ntnu pengalaman untuk mernbertkan laya.nan sesuai 
kebutuhan korban. 
Uralan tugas dan spesiflkasi tenaga ahll mengncu pada Peraturan 
Menteri PPPA mengenai Standn.r La anan Perlindungan 
P rempuan clan Anak. 

Tenaga ahli terdiri dart ahli (keternngan ahlt dalam tahapan 
penyldikan penuntuta.n dan pengadilan], psikolog kUnis, 
psikla er analls hukum, advokat, mediator Juru bahasa isyarat, 
penerjernah bahasa, konselor pekerja sostal, robaruawan, clan 
paralegal. 

LSUm e Psikiairikum adalah keterangan dokter spesialis Jh a 

yang berbentuk surat sebagal hasll pemertksaan kesehatan 
jiwa pada seseorang di fastlttas kesehatan untuk kepentlngnn 
penegakan hukum, 

• toksiko)ogi kuantitattf 

• bercak manl/ swab vagina; 

• bereak darah; 

• diatomae/ destruksi sam; 

• kuantitatif alkohol; 

• kua.Utntif alkohol; 

• alkali dilusi CO; 

• golongan darah; 

• rontgen forensik; 

• ct scan jenazah; 

• forensik odontol.ogy; 

• decayribonucleic acid D 1· dan/atau 

• scientific forensic lainnya . 
2) Visum et Psikiatrikum. 
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4. Layanan Penjangkauan dan Pendamplngan Korban 
a. Definisl 

Merupakan biaya yang dlkeluarkan untuk tujuan penjangkauan 
korban serta pendamptngan selama proses pemberlan la anan 
terhadap korban sesual dengan kebutuban korban, terutama 

3. La ranan Rumah Pertindungan 
a. Defi.rusi 

Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk korban dan 
pendamping korban selama berada di tempat penampungan 
perlindungan sementara, Rwnah perlindungan hanya dike ahul 
oleh pihak yang berkepentlngan untuk alasan keselamatan dan 
keamanan korban. 

b. Ling.Imp: 
1) biaya pengtnapan korban, termasuk pendamping: 
... 1 blaya sewa rumah perhndungan; 
31 konsumsi korban, termasuk pendamplng; 

I transportast korban, t rrnasuk pendamping; 
SI blaya kebutuhan spestfik korban seperti popok/ pampers, 

susu., pembalut, perlengkapan mandl, pakalan, dan lain-lain; 
61 biaya pelayanan kesehatan korban yang tidak dijamin BPJS 

dan surnber pendanaan lainnya· dan/atau 
Dalarn bal korban tidak berada di dalam rumah perlindungan 
tetap dapat dlbertkan sesuai dengan hastl assessment 
kebutuban korban yang dtlakukan oleh petugas layanan 
Dinas, UP'fD PPA, dan/atau lembaga la anan lainnya.. 

71 biaya pencegahan pand mi Covid-19 [rn sker, hand sanitizer 

vitamin, dan/atau rapid/swab test Covid-19 untuk korban 
dan pendamping, termnsuk perugas la anan dan tenaga ahU). 

Biaya operasional tenaga ahll dapat dtbertkan kepada tenaga ahll 
yang berasal dart luar Dinas, UPTD PPA dan Kernen PPPA serta 
dlbayarkan per layanan. 

b. Lingkup 
l) jasa tenaga ahll: 

I blaya transportasi tenaga ahll: dan/ atau 
31 blaya penginapan tenaga ahli. 
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tindakan pendampmgan untuk mendapal:kan layanan kesehatan 

rehabilitasi sostal, hukum, pemulangan dan relntegrasJ sosial.. 

P njongkauan dan pendampingan korban d.Llakukan oleh pe ugas 

penyedia la_ anan dart Dinas, UPTD PPA, serta lembaga milik 

masyarakat, organlsast keagamaan, dan asosiasi profesi. 

b. Lingkup 

II transportasi korban dan pendarnping (termasuk perugas 
layananJ; 

Dalam hal rnenggunakan kendaraan dinns dan / at.au 

kendaraan prtbadl btsa dikeluarkan biaya bahan bakar 

minyak sebagai pengganti b aya transportasi. 

21 penginapan korban dan pendamplng (tennasuk petugas 

layanan]; 
31 konsumsi korban dan pendamplng keluarga): 

41 uang hartan bag! petugas layanan pendamping korban non 
apararur sipil negara (non AS di Dlnas, UPTD PPA, APH 

[aparat penegak hukum), dan lembaga penyedia layanan yang 
berbasis masyarakat: 

Dalam rnendukung pekerjaan petugas layanan di Iapangan, 

uang hartan dapat dlbertkan secara terbatas kepada petugas 

layanan non AS , sementara untuk petugas layanan ASN 

dapat dibertk.an uang konsumsi secara at cost. 
51 biaya pemulangan korban dl luar kewenangnn daerah 

provtnsi dan kabupaten/kota: dan/atau 

Dalarn hal terdapar kasus llntas kabupaten/kota yang 
merupakan kewenangan provinst atau lintas provtnst dan 

negara yang merupakan kewenangan Kernen PPPA, dapat 

dilakukan sepanjang telah membertkan justlfikasi secara 

tertulis dan rn ndapat persetujuan dart provlnsl (bagi 
kabupaten/kotnl atau Kernen PPPA (bagi provinsi) dengan 

rincian bta a yang dapat dtkeluarkan berupa transportast, 

pengtnapan, konsumsi ba.gf korban dan pendamptng 

[termasuk petugas layanan ASN), serta uang hartan bag! 

petugas layanan non AS . 

61 blaya rapid/ suiab test Covid-19 bagi korban dan pendamping 

(tennasuk petugas Iayanan dan tenaga ahli). 
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No. Rincian Kep.t.no (RKt Ura.Ian Rincian Kcgfatan (URK) 

1 Layanan Mecliko Legal 

a. Viswn et Repertum 

11 Pcmcriksaan Korban Hidup; 

21 Pernertksaan Kor-ban ~ coinggal; dan/at u 

3} Pemertksaan Penunjeng, 

b. Viswn et PsiJcia.trlkum 

Tabel I Rinclan Kegiatan (RK) Ura.inn Rincian Kegiatan URK) 

BOPPA Pelayanan 

b. Llngkup 

l) bia a konsumsl; 

2) biaya transportast; 

3) honor narasurnber (selain Dinas, PTO PPA, dan Kernen 

PPPA)· 

4) btaya pencegahan pandeml Covid-19 [masker, hand sanitizer, 
vitamin, dan/atau rapid/swab test); dan/atau 

5) btaya penggantlan pa.ket data untuk peserta case conference 
jikn dllaksanakan secara online. 

5. Layanan Gelar Kasus (case confi rence) 
a. Definisi 

Mernpakrui pertemuan antara beberapa profest dan/atau 

lembaga terkalt ang bertujuan untuk penguatan koordinasi 

dalam pemberian layanan perllndungan terhadap perempuan 

dan anak korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH secara 

komprehensif. 

Mempertimbangkan kondisi perkembangan pandeml Covid-19 

diperkenankan untuk dlkeluarkan bla a rapid/swab test bagt 

korban dan pendamping, ermasuk petugas layanan dan 

tenaga ahll pada saat penjangkauan clan pendarnpingan 

korban, 
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B. BOPPA Pencegahan 

1. Pertemuan koordinasl dan ker]a sama llntas sektor pencegahan KTP, 

KTA, dan TPPO 

a. Definisi 

No. Rlncian Kegi tw1 (RKI Uralan Rincian Kegi tan (URK) 

2 Laynnan Pc:ndampingnn Ten ga Ahli 

a. Biaya Jass Tenaga Ah.Ii; 

b. Biaya Transpcrtasi Tenaga Ahli; dan/ntau 

c. Bia a Penglnnpan Tenaga Ah1L 
3 Leyanan Rume.h Pc:rLindungan 

a. Bi.nya Penginapan Korban, ermasuk pendamping; 

b. maya Se, a Rumah Perlindungan; 

c. Biaya Konsumsi Korban, termasuk pendamping; 

d. Biaya 'l'ranspcrtasi Korban, tennasuk pendamplng; 

e. Biaya Kebutuhan Sp silik Korban; 

f. Blayn Pelayanan Kesehatan Korban yang tidak dijamtn BPJS 

dan sumber pendanaan lalnnya· dan/atau 

g. Biaya Pencegahan Pandemi Covid-19. 

4 Layanan Penjangkauan dan Pendampingan Korban 

a. Biaya Transportasl korban dan pendamplng; 

b. Biaya Penglnapan korban dan pendamptng, 
c. Biaya Konsumsi korban dan pendamplng; 

d. Uang Harian Petugas Layanan Pendamplng Korban Non ASN: 

e. Biaya pemulangan korban di luar kewenangan daerah provtnsl 
dan kabupatenj'kota; dan/atau 

t. Biaya rapid/swab tes Covld-19. 

5 Layanan Ge1ar Kasus (case conference) 

a. Biaya Konsumst: 

b. Biaya Transportasi; 

c. Honor Narasumber [selaln Dinas, UPTD PPA, dan Kernen 

PPPA); 

d. Biayn Pencegahan Pandemi Covld-19; dan/ tau 
e, Biaya Penggantian Paket Data jlka dtlaksanakan secara online. 
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2. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan KTP, 

KTA. dan TPPO 

a. DefinisI 

Merupakan kegtatan yang berrujuan untuk mencegah terjadinya 

KTP, KTA, clan TPPO di masyarakat dengan mendoroag 

partislpasl dan peran aktlf masyarakat luas. 
b. Linglrup 

11 penyusunan Nota Kesepahaman jMemomndum of 
Und<!rstn.nding/MoU) dengan organisasi keagamaan, 

organisast kernasyarakatan, lembaga adat, lembaga profes!, 

dunia usaha, media dan lembaga masyarakat lainnya terkait 
perllndungan perempuan dan anak; 

sosialisasi pencegahan KTP, KTA, dan TPPO yang mellbatkan 

crganisasi keagamaan, organisasi kernasyarakatan, lembaga 

adat, lembaga profest, dunia usaha, media dan lembaga 
masyarakat latnnya: 

3) kampaaye perlindungan perempuan dan anak, bersama 

Forum Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis 

Masyarakat (PA'fBM, Pusat Pernbelajaran Keluarga 

(PUSPAOAJ, Satuan Tugas Perllndungan Perempuan dan 

Merupakan kegtatan yang mellbatkan perangkat daerah dan 

instansl vertlkal terkalt di daerah dalam upaya pencegahan KTP, 

KTA, dan TPPO secara terin egrasL 

b. Lingkup 

1) rapat koordlnasl pencegahan kekerasan; 

21 advokast dan soslaltsast kebljakan perllndungan perempuan 

dan anak; 
31 penyusunan Rencana Aksl Pencegaban Kekerasan terhadap 

Perempuan clan Anak; 

4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi 

Pencegahan Kekerasan terhadap Perernpuan dan Anak; 

5) penyusunan standar operasional prosedur !SOP integrasi 
layanan perlmdungan perempuan dan anak; 

61 penyusunan materi komunikast, tnformast, dun edukasl (KIEi 
konteks keartfan lokal dan kekhasan daerah; dan/atau 

71 dan lain-lain. 
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No. Rfncian Kcgiatan jRKl Umisn Rincian Keglatan {URKI 

1 Pertemuan koordinasi dan kcrja aame lintas scktor penceganan 
KTP, KT A, den TPPO 

e. Biaya Konsumsi; 

b. Biaya Transpon.asi Kegiatan Dalam Kota; 
c, Honor Narasumber jscl in Dines, UPTD PPA, dan Kemen 

PPPA); 
d. Bi~ Peneegahan Paru:kmi ovid-19; dan/atau 

e, Biaya Pcnggantian Paker Data (jika dilaksanakan se eara 
onlintj. 

r, Biaya Penyusunan Mate-Ji KIE; 

2 Pcnggcr lean dan pernberdayaan masyarakat dalam pencegahan 
KTP. KTA, dan TPPO 

a. Biays Promosi KIE; 
b. Bia.ye Konaumai: 
c. Biaya Transportaei Kegiatan Dalam Kota; 

Tabel II Rincian Kegiatan (RK) dan Uratan Rinelan Kegiatan fURK 

BOPPA Pencegahan 

dokumenter 

Anak Satgas PPA), Forum Partlsipasi Publik untuk 

Kesejahteraan Perempuan clan Anak (Forum PUSPA], 

K.omunltas Pencegahao dan Penanganan Tindak Pidana 
P rdagangan Orang (PPTPPO), dan lain-lain; 
penlngkatan kapasltas Forum Anak, PATBM, PUSPAGA, 

Satgas PPA Forum PUSPA, Komunita.s PPTPPO clan laln-laln 

dalarn pencegahan KTP, KTA, dan TI>PO: 
5) pengembangan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan 

Pedull Anak khususnya dalam pencegahan ICTP, Kr A, dan 
TPPO; 

61 sosialisasl pencegahan terorlsme dan radlkallsme yang 

mengeksploitasl perempuan dan anak; 
7) lomba bertemakan perhndungan perempuan dan anak.; 
81 penyebarluasan ma eri komunikasl tnformasl dan edukast 

(KIEi konteks keartfan lokal dan kekhasan daerah; 
91 sosialisasl pencegahan KTP, KTA, dan 'rPPO melalui media 

cetak, merlin elektronik, dan kesenlan daerah: 
101 pembuc tan dan pengelolaan media sosial perhndungan 

perempuan dan anak; dan/atau 
11) pembuatan dan penyebarluasan video 

perlindungan perernpuan dan anak, 
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Tabel m Rmctan Kegiatan (RK) Uraian Rinclan Kegiat:ao (URKI 
BOPPA Manajamen 

2. Pelatihan manajemen dan penanganan kasus KTP, KTA, dan TPPO 

a. Deflnisl 

Mernpakan kegtatan penlngkatan kapas!tas sumber dnya 

manusia ell Dioas. UP'TD PPA dan lernbaga penyedla layanan 
lainnya dalam melayaru korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH untuk 

rnencapal stander la anan perlmdungan perernpuan dan anak. 

b. Lingkup 

11 pelatihan manajemen kasus sesuai dengan modul pelatthan 

yang dJterbitkan oleh Kernen PPPA; 

21 pelo.tihan sertifikasi medlaror oleh lembaga yang sudah 

terakreditast: 
31 pelanhan penerapan kode etik perltndungan dari kekerasan 

dan eksploitasi seksual sesual dengan moduJ pelauhan yang 

d!terbitkan oleh Kernen PPPA; 

pelo.tihan ststern pencatatan dan pelaporan kasus KTP, KTA, 

dan TPPO melalul SIMf.'O l PPA sesuai dengan modul 

pelatihan ang dlterbitkan oleb Kernen PPPA; 

51 pelanhan trauma healing: dan/atau 

61 pelatihan konselor. 

C. BOPPA Manajemen, 

1. Dukungan fanajemen Pelaksanaan Dana P layanan PPA 

a. Definisi 

Merupakan dukungan kegtatan dalam pengelolaan Dana 

Pelayanan PP 

b. Llngkup 

11 admlnistrast OAK Nonfis1k PPA; 

I bia a langganan da a jasa; 

d. Honor Nsrasumber [selaln Dines. UPTO PPA. dan Kernen 
PPPAJ; 

e, Biaya Pencegehan Pandemi Covid-19; dan/atau 

f. Biaye P-enggantian Paker Data Uika dilaksana.kan aecara 
onllne,. 
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*Dalam hal tidak tersedianya hotel atau terdapat ketentuan daerah yang 
tidak memperbolehkan pelaksanaan kegtatan dl hotel, maka daerah dapat 
menyewa balai/gedung bangunan milik Pem rtntah Daerah dan/atau 
tempat lain yang representatif serta mengeluarkan belan]a konsumsl. 

'o Rin nn KqiatBn IRK) Uratan Rindan Kcglatan IURK) 

Dukungan Manajemcn Pdaksanaan Dana Petayanan PPA 

l Adminiatrasi OAK Nonfiaik PPA 

a. ATK; 
b. Penggand an dan Petaporan ; 

c Transport Pengantaran Surat clan Laporan; dan/atau 

d. Biaya Pcngiriiman Dokumcn. 

2 BJaya Langganan Daya Jass 

a. Listrik; 

b. Internet: dllD/ tau 

c, Scwa Akun Zoom. 

Pdatihan Manajemcn dan Pcnanganan Kasw. ~'TP, KTA, dan TPPO 

1 Belanja Behan 

a. ATK dan Ballan Habis Pakal; 

b. Penggandaen dan Pclaporan; dan 

2 Honor Narasumba jsclain Oinas, UPfD PPA, dan Kernen PPPAI 

3 Bclanja Paker Pertemuan Dalam Kola 

a. Paker Pertemuan •; dan 

b. Transport Kegiatan Dalam Kabupatcn/Kota. 

Bclanj Perjalarian Dinas Na.rasurnbcr Paks.r Dari Luar Dacrah (sclain 
5 

Kernen PPP , Dines, dan UPfD PPAI 

a. Transport; dan 

b. Penginapan. 

6 Bclanja Pencegahan Pandcmi Covid-19 

a. MaskC'r, hand eanitizer, vitamin dan/atau rapid/swab tesL 

7 Bclanja Pengganttan Paker D ta Oika dila.ksan kan secara anlin.el 

a. Paket Data. 

8. Biaya Pelatihan Se:rtif"tkasi Medin.tor 

a. Biaya Pclatiban 

b. Tranaportasr dari/k:c rempat petauhan (?Pl 

c. Biaya a.kmnodasi 
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1. Pemerintah Daerah menyampalkan Iaporan reahsasl Dana Pelayanan 
PPA kepada Kernen PPPA dan kementerian yang m nyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang keuangan negarn melalui ctirektorat 
JeoderaJ yang mempunyal tugas di btdang pertmbangan keuangan, 
Laporan terdirt atas: 
a. Laporan Reallsasl Penyerapan Dana; dan 
b, Laporan Realisasl P nggunaan Dana 

2. Penyampaian laporan disertai dengan rekapltulasi Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2DI penyaluran Dana Pelayanan PPA. 

3. Laporan realisast Dana Pelayanan PPA disampaikan dalam bentuk 
dokurnen fistk (hardcopy dan/atau dokumen elektronik {softcopy) 
melalul apbkast pengelolaan OAK Nonfisik. 

4. Pemertntah Daerah menyampaikan laporan reahsasi Dana Pelayanan 
PPA kepada Menteri meJalui Sekretaris Kernen PPPA setiap trtwulanan, 

yang meltputi: 
a. Laporan Reallsasl Penyerapan Dana: 
b. Laporan Reallsasl Penggunaan Dana; dan 

Kendala rum hambaran yang dlhadapl dalam pelaksanaan Dana 
Pe-layaoan PPA. 

5. Pelaporan Dana Pelayanan PPA ke kementerian yang m nyelenggarakan 
urusan pemertntahan di bidang keuangan negara disampoikan sesuai 
mekanisme pelaporon dalarn Peraturan Menterl Keuangan mengenai 
Pengelolaan Dana Alokast Khusus Nonfisl.k, yaitu: 

BABV 

MEKANISME PELAPORAN 
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a, paling lambat tanggal 30 Junl untuk laporan realisasl Dana 
Pelayanan PPA tahun anggaran sebelumnya; 

b. paling lambat tanggaJ 30 November untuk laporan Dana Pelayanan 
PPA Tahap I. 

6. Dalam hal Pemerlntah Daerah tidak menyampatkan laporan/dokumen 
persyaratan penyaluran seblngga Dana P la anan PPA t:idak dapat 
disalurkan dart RKUN ke RK D sampal dengan akhir tahun anggaran, 

Menteri Keuangan dapat merekomendaslkan kepada Menteri Dalam 

N ge:ri untuk memberikan sanksi dministrntif kepada Kepala Daerah 

yang bersangkutan sesual dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

7. Pen_ aluran Dana Pela anan PPA dllaksanakan setelah kemen ertan yang 
menyelenggarn.kan urusan pemertntaban di bidang keuangan negam 
menertrna laporan reahsasl Dana Pelayanan PPA, dengan ketentuan: 
a, Pen .aluran Tahap I sebesar 50% dart pagu alokasi dan dtsalurkan 

paling cepat di buJan Februari atau paling lambat pada buJan Juli, 

Pen aluran dtlakukan apabila Pemerintah Daerah telah 

menynrnpaikan laporan realisast Dana Pela anan PPA tahun 

sebelumnya sebogo.i syarat penyaJuran Tahap L 
b. Bagi Pemerintah Daemh yang baru pertama kali menertma Dana 

Pelayanan PPA akan disalurkan tanpa memenuhi persyaratan 

penyampaian laporan reallsasl Dana Pelayanan PPA tahun 

sebelumnya. 
c. Dalam hal Laporan realisasl Dana Pelayanan PPA diterima melebih 

batas waktu yang ditetapkan, penyaluran Tahap I dapat dllo.kukan 
setelah Kernen PPPA membertkan rekomendasl penyaluran sebelum 

tanggal 15 Agustus, namun jika tldak terdapat rekomendas maka 
Dana Pelaynnan PP Udale dapat dlsaJurkan (hangus). 

d. Penyaluran tahap II sebesar 50% dart pagu alokasl dan dtsalurkan 

paling cepa di bulan Juli atau paling lambat pada tanggal 30 

November. Penyaluran dilakukan apabila Pemertntah Daernh telah 

menynmpaikan Iaporan reallsasl Dana Pelayanan PPA Tahap I 

dengan reahsasi sebesar 50% dari dana yang ditertmn di Rekenlng 

Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai syara penyaluran Tahap If. 
8, Pemerintah Daerah men alurkan Dana Pelayanan PPA kepada D!nas 

dan/atau UP'I'D PPA paling lama 14 hart kerja terhitung sejak tanggal 
dttertmanya Dana Pelayanan PPA di RKUD. 
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11. FormuUr penyampaian laporan, dlsesuaikan dengan Peraturan Menteri 

Keuangan omor 119/PMK..07 / a 1 tentang Pengelolaan Dana Alokasl 

Khusus Nonfisik serta fonnulir pelaporan BOPP Kernen PPPA. 

I 2. Formullr laporan reahsast penyerapan dana dllsi dan dltandatanganl 
oleh Kepala Perangkat Daerah yang menongani pengelolaan keuangan 
daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan 
dttandatangant oleh Kepala Dinas dengan format terlamptr. 

Bulan Ta.hapan -Pelaporu Tahapa:n Pe-nyaluran 
Januari 

Febru.sri Tahsp I Pating Cep {50%) 

Maret 

April 

Mci 

Jun.i Laporan Tahun 

Sebelurnnya Paling Lamb t 

Diterima 

Juli Tahsp I Paling Lam.bat dan 

Tahsp II Paling Ccpat 150%) 

Agustus 

September 

Oktobcr 

November Laporan Tahsp I Paling Tahsp LI Paling Lsmbat 

Lambsl Duertma 

Jadwal Pelaporan dan Penyalumn 

Dana Pelayanan PPA 

9. Dalam hal Pemetintah Daerah menyaJurkan Dana Pe1ayanan PPA 

kepada Dlnas dan/ata.u UPTD PPA rneleblhi batas waktu tersebut, 

kementerian yang menyelenggarnkan urusan pemertntahan di bidang 
keuangan negara dapa rnelakuk.an perrundaan penyaluran Dana 

Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sesual dengan ketentuan 

peraruran perundang-undangan, 
10. Kepatuhan daerah dalam menyarnpaikan laporan reallsasl Dana 

Pelayanan PPA akan d.ijadlkan pertimbangan dalam pengaJokasian Dana 

Pelayanan PPA pada tahun berikutnya sesual dengan ketentuan 

peraruran perundang-undangan. 
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b. Aspek Hasll atau Manfa.at 

Kesesualan target dan capaian kinerja Dana Pelayanan PPA dJ 
daerah, yang meliputl: 

l I korban KTP, KTA, TPPO, dan ABH tingkat daerah provinsi dan 

lintas daerah kabupaten/kota yang mendapntkan layn.nan 

rujukan Ianjutan; 

21 korban KTP, K1'A TPPO dan ABH di tingkat kabupaten/kota 

yang mendapatkan layanan 

31 cakupan pemangku kepentmgan dan masyarakat yang 
mendapatkan KIE terkalt .KTP KTA, dan 'TPPO; dan 

surnber daya manusla yang rnendapatkan pelatihan SIMFON1 

PPA serta rnanajemen dan penanganan kasus. 

I. Pemantauan dan evaJuasi Dana Pelayanan PPA rnerupakan kegiatan 

untuJc memastikan clan menilal pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di 

daerah telah sesual dengan perencanaan atau tujuan dan sasaran yang 
telah dltetapkan, 

2. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk mengtdenttflkasl 
permasalahan yang tlmbul dalam pelaksonaan Dana Pelayannn PPA dan 

solusi pemecahan masalah, sehingga dapat sedini mungk:in dihindari 

kegagalan pelaksanaannya. 

3. Pernantauan dan evaluasl clilakukan terhadap aspek rnanajernen dan 

aspek hasll atau manfaat yang meliputl: 

a. Aspek Ma.najemen: 
11 ketepatan waktu penyampalan laporan; 

21 realisasl peoyerapan anggaran settap kegiatan Dana Pelayanan 

PPA; 

31 kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah dengnn rencana kegiatan yang telah 
disetujul oleb Kernen PPPA; dan 

4) perrnasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah dan 

tindak lanjut yang dtperlukan, 

BAB VI 

PEMANTAUAN DAN EVAL AS! 
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Pernan auan dan evaluast dflakukan oleh Pemerinlah Daerah prnvinsi 
dan kabupaten/kota serta Kernen PPPA selaku pelaksana dan 

koordtnutor Dana Pelayanan PPA. 
5. Pernan auan clan evaluasi dllakukan secara terpadu dan dapat 

melibatkan kemen erlan/lembaga terkalt. 
f>. Bentuk pemantauan dan evaluast Dana Pelayanan PP mellputi: 

a, Revlu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah 

da a dan lnformasi berdasarkan laporan reahsasl penyerapan dan 

penggunaan Dana Pelayanan PPA dart Dinas provtnsl dan 

kabupaten/kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan 

trtwulanan diterima dart Dinas provinsi dan kabupaten/ kota; 

b, Kunjungan Lapangan rnerupakan kegiatan pemantauan yang 
dilakukan secara laagsung dan bertujuan untuk menge ahui 

informasi a.ng lebih rtnct berkaitan dengan perkembangan 
penggunaan Dana Pelayanan PPA di Dinas provinsi dan 

kabupaten/kota .. Kunjungaa lapangan dilaksanakan secara berkala 

dan terpadu untuk m-engidentl.fikasikan permasalahan­ 

permasalahan yang d.lhadapi dalam pelak:sanaannya d.l lapangan; 
c. Forum koordinasl bertujuaa untuk menindaklanjuti hasll revtu 

laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinast 
dilaksanakan secara berkala oleh Kernen PPPA daa/ atau Din as 
provinsl dan kabupaten/ kota, serta dapat mengikutserta.kan 
pemangku kepentingan apablla terdapa permasalahan yang berslfat 
khusus. 

7. Hasil pemantauan dan evaluasl Dana Pelayanan PPA dapat dlgunakan 
sebagai: 
a, masu.kan untuk penyempumaan kebljakan penggunaan Dann 

Pelayanan PPA dari aspek pereneanaan, pengalokastan anggaran, 

dan pemanfaatan Dana Pelayanan PPA- dan 

b. dasar pertimbangan dalam usulan pengalokas an Dana Pelayanan 

PPA pada tahun bertkutn a, 
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Petunjuk teknls inl dlbuat untuk dijmlikan acuan penggunaan Dana 
Pelayanan PPA Tahun Anggaran 2022 dan dimungkinkan untuk dapat 
digunakan sebagal acuan Dana Pelayanan PPA pada tahun selanjutnya, 

Dana Pelayanan PPA diamhkan untuk kegiatan yang dapat 
meningkatkan cakupan dan kualttas pelayanan dan pencegahan K'TP, KT~ 
dan TPPO di provinsi/lmbupaten/kota serta merungkatkan kapasttas 
kelembagaan dan SDM perlindungan perempuan dan anak, terutama 
daerah yang memiliki angka kasus dan korban kekerasan tlnggi, sehingga 

perempuan clan anak di seluruh wtlayah Indonesia dapat mernperoleh 

perlindungan. 
Mengtngat Dana Pela ranan PPA ttdak dapat d.igunakan untuk 

membiayai seluruh komponen pemblayaan yang dlbutuhkan, maka 
Pemerintah Daerah provinsl dan kabupatea/kota diwajibkan untuk tetap 
mengalokasian aaggamn yang dibutuhkan dalarn pelaksanaan kegtatan 
perlindungan perempuan dan anak. Dana Pelayanan PPA bukanlah sumber 
penganggaran utama dalam pelaksanaan kegtatan perllndungan perempuan 
dan anak di daerah, sehingga kegtatan sejenis dapat d.ilakukan oleh 
Pemerintah Daerah dengan atau tanpa adanj a alokasi Dana Pelayanan PPA. 

Selanjutnya pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA agar berslnergi 

dan tidak tumpang tindih dengan keglatan yang bersumber dart pendanaan 
lainnya (seperti APBD provinsl dan kahupatenj'kota] sehingga lebih efektif, 
eflslen, berdaya guna, dan berhasll guna. 

BAB VU 

PENUTUP 
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NlP •...............•..........• 

Nama ........•..................• PII 

[tanda tangan asli dan atcmpcl basah] ''"' 

Tempel ..... un, Tanggal 11•1 

Kq>ala OPD Pc:ngclola Keuangan 11111 

Bukti-bukti realisaa! pembayaran kep da pihak kctfga yang tercantum dalam laporan ini, 
disimpan scsua.i dengan ketenruan yang bertaku untuk ktkngkapan adrnmiatrasl dan 
kepertuan perneriksaan aparal J)Cllg&\\'BB fungsional. 

Dcmikian Iaporan mi diburu. dengan aebenarnya, 

: Rp (15)- [l I/ 191 
: Rp (16) - (9J -11 J 

D. Persentase Penyaluran 
E. Sisa Dana Pclayanan PPA di RKUD s.d T hap ini 

. Rp (10) 

• Rp (11) 

: Rp (12) - (101 (11) 

: Rp (13) 

: Rp (1 ) - IJ21-(131 

: Rp [9·J - IS) + [81 

Tabap O 
Total Penerimaan dad R 

JumlahA B 
C. Reali& ei Penyaluran Dana Pelayanan ?PA 

Tahap I 

Tabap a 
Xumulalif s.d, Tab.ap inJ 

Pengembalian kc: RK D 
Realieaai Pcnyaluran Dana Petayanan PPA 
setelah dikurangl pengembanan kc: RKUD 

• Rp 61 
• Rp (7) 

:Rpf J-(6 +[7] 

a.ng bertanda tangan di bawah iru .... 1•1 mc:nyatakan bahwu saya bertanggung jawab pt"nuh 

taa kebenaran Laponm Rcahsas:l Penyerapan Dana Pelayanan ?PA ini dengan rtnctan, 
bagai lxrikut: 

A Sisa Dana Pclayanan PPA di rckc:nmg Kas Umum DiHTBh tahun sebelurnnya : Rp 151 

R Penerimaan dari Rc:kcnin • Kas Umum Negara 

Tuhap I 

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN 

DANA PELAYA.NAJi PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN AN.AK 

PROVINSIJKABUPATEH/KOTA .••• 111 TAHUN ANGGARAN ••• L> 

SAMPAJ DENGAN TAHAP ••• Pl 

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAP 

CONTOH FORM LlR SURAT-MENYURAT DAN BERITA ACARA 

PERSETUJUAN DANA PELAYANAN PPA 

- 34 - 
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I. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota.. 

2. Dilsl tahun anggaran. 

3. Diisl tahap berkenaan, 

4. Dtisi oleh Kepala OPD Pengelola 1 euangan. 
5. Dilsi sesual dengan jumlah slsa Dana Pelayanan PPA di Rekening Kas 

mum Daerah (RKUD) yang beJum dlgunakan pada tnhun anggaran 

sebelumnya. 

fi. Dilsi sesuai dengan Jumlah transfer Dana Pelayanan PPA dart Rekening 

Kas egara ke Rekenlng Kas Umum Daerah pada tahap I. 

7. Dilsi sesuai dengan jumlah transfer Dana Pelayanan PP dari Rekening 

Kas egara ke Rekenlng Kas Umum Daerah pada tahap ll. 

8. Diisi sesuai dengan Jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang 
disalurkan dart Rekening Kas Negara ke RKUD sampal dengan tahap 

akhtr Iaporan, 

9. Diisi sesual dengan Jumlah keseluruhan Dana Pelayanan PPA yang 
terdapat RekenJng Kas mum Daerah. 

10. Diisl jumlah penyaluran Dana Pela.ya.nan PPA tahap 1. Jumlah inJ harus 

sama dengan jumlah yang tercanturn pada Daftar SP2D yang 

diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 

berkenaan pada ta.hap l. 
I L Dtisi jumlah penyaluran Dana Pelayanan PPA tahap tl. Jumlab ini 

harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang 

diterbitkan untuk penyaluran Dana Pelayanan PPA Tahun Anggaran 

berkenaan pads tahap U. 

I 2. Dtlsl Jumlah kumulatlf penyaluran Dana Pelayanan PPA melalul SP2D 

Kabupaten/Kota s.d. tahap akhtr laporan. 
13. Dilsl dengan jumlah Dana Pelayanan PPA yang tidak terpakal dan 

dikembalikan ke RKUD. 

14. Diisl Jumlah kumulatif penyaluran Dana Pelayanan PPA s.d. tahap 

berkenaan dikurangi dengan [umlah Dann Pelayanan PPA yang tldak 

terpakal dan yang dikembalikan ke RKUD. 

15. Dils! jumlah k:umulatif realisasl penyaluran Dana Pelayanan PPA 

setelah dlkurangt Pengernbalian ke RKUD dibagl denganjurnlah 

penertmaan darl Rekening Kas Umum Negara (RKUN) s.d. tahap I atau 

PETUNJOK PENGISIAN REALISASI PENYERAPAN 
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II di tambah dengan Sisa Dana Pelayanan PPA di RKUD Tahun 

sebelumnya. 
lo. Diisi jumlah stsa Dana Pelayanan PPA tahap I d:m/ atau tahap II. 
17. Diisi tempat dibuatnya laporan. 
18. Dilsl tanggal dibuatnya laporan. 
19. Diisl nama jabatan. 
20. Dtisi tanda tangan asll clan stempel basah. 
21. Dilsi nama lengkap dan NlP penandatangan laporan, 
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Total Rerur 
SP2D Ncuo 

Tcmpat ... t41, Tonggal...'51 

Kcpala Dinas ... 

(tanda tangan aeli don cap dina.s) m 
Nnmo Jlli 
NIP .... 

Total SP20 

PquAPBN 

Total 

2. Pdntiha.n Ma.najcmcn dan Pcnan_ge.nan Kaaua 

KTP, KT A dan TPPO 

I. Dukungan Manajc:mm Pt:laksanaan Dana 

Pdayanan PPA 

m BOPPA~une.n. 

Puencanun Kegiat:an Pelananaan Kegiatan 

Ju.mlab Penerima Pagu Jumlah Peneri.ma Re.aliaui Penentue 
No Kegiatan/Periode Pelananun 

Manfaat/OUtput APBN Manfut/OUtput Peoggunaan Output 
Jumla.b Satuao (Rp) Jumla.b Satuao (Rp) (%) 

Ill 121 (31 (41 (SJ (6) (7) (81 (9)= (81/(SJ 

I BOPPA PelaJ'a.a.&n 

I. Layaoan MedikoJc:p1 

2. Layanan Pcndampingan Tenaga Ah1i 

3. Layanan Rumah Pcrlindunga.n 

4. 
Layan.an Pcnjangk.euan dan Peedemplngan 

Korban 

5. Layanan Gdar Kasu.s 

a BOPPA Pencegaha.n 

I. 
Pcnrmuan koordinasi dan kcrja sam.a lint.as 

acktor dalam pcn«gahan KTP, KTA dan TPPO 

2. 
Pcnggcrakan dan pc:mbc:.rdayaan masyarakat 

do.lam pcnccgahan KTP, KTA dan TPPO 

LAPORAN REALISASl PENGGUNAAN 
DANA PEIAYANAN PERLll'IDUl'IGAN PEREMPUAN DAN ANAK 
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. .•• 1•1 TA.HUii ANGGARAN ••• 1'1 

SAIIPAI DENGAN TAHAP •..... l'l 

FORMAT LAPORAN REALJSASI PENOOU AAN 

-37 - 
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No URA.IAN 

I Diisl sesuai nama Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaporkan. 
Diisi sesuai dengan tahun anggaran berkenaan, 

3 Diisi sesuai dengan pertode yang dllaporan. 
Diisl Jenis keglatan dalam llngkup OAK Nonfislk Pela anan PPA 

Ko lorn se bagalmana pain l, faslng-masing Jenis kegtatan dapat diumi.kan 
2 secara singkat clan jelas 

atau dllsi Pertode pelaksanaan per bulan untuk keg atan tertentu 
Kolom Otis.I Jumlah target [perencanaan] penerima manfaat pad a mastng- 

3 masingjenis kegtatan 
Kolom Diisl saruan target [perencanaan] penertma manfaat pada maslng- 

4 masmg jents kegtatan 
Kolom Diisi jumlah total pagu per masing-masing Jenis kegiatan berdasarkan 

5 alokasl tahun berkenaan, 
Ko lorn Diisi jumlah target [yang telah dllaksanakan sampai dengan periode 

6 pelaporan] penerlma manfaat pada masing-masingjenis kegiatan 

Ko lorn Diisl satuan target [yang telah dtlaksanakan sampal dengan perlode 
7 pelaporan]' penertma manfaat pada masing-masing jenis kegtatan. 

Kolom Diisi jumlah reahsast penggunaan permastng-mastng jents kegiatan 
8 sampal dengnn periode pelaporan, 

Ko lorn 
Diisi persentase output yang merupakan perbandlngan antara realtsasi 

9 
penggunaan permnstng-mastng jenls kegiatan sampai dengan periode 
pelaporan {kolom 8) terhadap pagu aJokasi [kolom 5) 

4 Diisi sesuai dengan rempat dJbuntnya lapomn 
5 Diisi sesuat dengan tangga.l peuandatanganan laporan. 
6 Diisl sesual dengan narna jabatan Kepa)a Dlnas. 
7 Diisf tanda tangan asll dan stempel basah. 
8 Diisi sesual dengan nama lengkap. 
9 Diisi sesuai dengan NIP 

PETUN.JUK PENGISIAN LAPORAN REALISASI 
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TcmpaL .. rtl. Tangga.L • .151 

Kcpala Dinas ... 161 

ltanda tangan asli dan cap dinas) f7l 

N8JT1.8. •••••.•••.••••.•••••.••••••• .lllf 
NIP .1"1 

Total SP2D 

Total Rctu:r 

SP2D Netto 

linta.s ac.ktor- dalam pcnccgahan KTP, 
KTAdan TPPO 

Pc-nggcraJcan dan pcmbc:rdayaan 

2. rnaayarakal dalam pcnccgaha.n KTP. 

I\.IAdan TPPO 

m BOPPA M~eme.n. 

I. Dukungan Manajc.mcn Pclakaan.aan 

Dana Pclayanan PPA 

2. Pd.atiho.n Mannjcmc.o dan 
Pcnanganan Kaaua KTP, KT A dan 

TPPO 

Total 

PquAPBN 

Perencana.an Kegia.ta.n Pelaksanaan Kegiatan Per,masalahan 
Jum.lah Penerima Pagu Jumlah Penerima Realiaui Peraentase Kendala/ Rencana 

No Kegiatan/Periode Pelaksanaan 
Manfaat/Output APBN Manfaat/Output Penggunaan Output Hamb..tan Pen:epatan 

Jumlah Satuan (RpJ Jumlah Satuan (RpJ (%1 
fl) fl) f3) 14) f5) f6) 171 f8) f9) = f8)ff5) flO) fll) 

I BOPPA P•layan.a.n. 

I. Layanan Mc.d1kokgal 

2. Layanan Pcndrunpinpn Tenaga Ahli 

3. Layanao Rumab Pc-rUndungan 

4. 
Layanan Pcnjangkauan dan 

Pendampmgan Karban 

5. l..aya.nan Gel.at Kasus 

n BOPPA Pencegab.a.n 

I. Pertemuen koordmasJ dan krrja sama 

LAPORAN KENDALA DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN 

DANA PELAYANAN PERLINDU!IGAN PEREIIPOAN DAN ANAK 

PROVIl'ISI/KABUPATEN/KOTA ...• 111 TAHON ANGGARAN .•• 1•1 

SAIIPAI DENGAN TAHAP ••...• l>t 

FORMAT LAPORAN KENDAi.A DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI DAI.AM PELAKSANAAN DANA PELAYANAN PPA 
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No URAL\.N 

l Dtisi sesuai nama Provins!/ Kabupaten/Kota yang dilaporkan. 
2 Diisi sesuai dengnn tnhun anggaran berkenaan. 

3 Diisi sesuai dengan periode yang dllaporan. 
Otis! jenls kegtatan dalam lingkup OAK Nonfisik Pelayanan PPA 

Kol om sebagalmana poin l , faslng-masing [ents kegtatan dapat diuralkan 

- secara singka.t dan jelas 
atau diisl Perlode pelaksanaan per buJan tmtuk kegtatan tertentu 

Kol om Dtisi Jumlah targe [perencanaan] penertma rnanfaat pada rnaslng- 
3 masing jenis kegtatan 

Kol om Dils! satuan target [perencanaan) pen rima manfaat pada masing- 

maslng jenls kegtaran 
Kol om Diisi Jumlah total pagu per maslng-mastng [ents kegiatan 

5 berdasarkan alokasl tahun berkenaan. 
Kol om Dilsi jumlah targe (yang telah dllaksanakan sampal dengan periode 

6 pelaporan] penerima manfaat pada maslng-mastng jenis kegiatan 
Kolom Dils! satuan target (yang telah dilaksanakan sampal dengan periode 

7 P laporan]' penertmr rnanfaa pada rnastng-masing jents kegtatan, 
Kolom Diisijumlah reahsasl penggunaan permaslng-masingjenis kegtatan 

8 sampai dengan pertode pelaporan, 
Dilsi persentase output ang merupakan perbandingan antara 

Kol om reallsasl penggunann permastng-rnasmg jenis kegiatan sampai 

9 dengan pertode pelaporan (kolom 8) terhadap pagu alokasl (kolom 
51 

Kol om Diisi dengan kendala dan harnbatan yang dihadapl oleh daerah 
10 dalam pelaksanaan Dana PeJnyanan PPA 

Kol om Dtisi dengan rencana percepatan untuk mengat.nsi kendala dan 
Ll ha.mbatan yang dihadapl daerah 
4 Dils! sesual dengan empat dlbuatnya laporan 
5 Dtisi sesuai dengan tanggal penandatanganan laporan. 
6 Dtisi sesuai dengan nama Jabatan Kepala Dlnas. 
7 Otis! tanda tangan ash dan sternpel basah. 
8 Dtisi sesual dengan nama lengkap 
9 Diisf sesuai dengnn [P 

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KENDALA DAN BA.MBATAN 
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No. BOPP A Sebelu.m Sesudah 

l. BOPPA Pelayanan ........... .. ...... 
2. BOPPA Pencegahan ........... . ........ 
3. BOPPA Manajemen .......... ... ........ 

3. Keslmpulan: 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diusulkan 
perubahan alokasl antar BOPPA. Rincian perubahan antar BOPPA 

terse but antara lain sebagai bertkut: .......... 11, 

2. Pokok permasalahan: 
Berkenaan dengan Alokasi BOPPA DAK onfisik Dana Pelayanan 

Perllndungan Perempuan dan Anak TA _022 (6) 

I. Dasar Hukum: 

Peraturan Menter! PPPA Nomor XX tentang PetunJuk Tekms Pen.ggunaan 
Dana Alokasl Khusus Nonflsik Dana Pelayanan Perilndungan 
Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022 . 

...................... (5) 

DPA Nomor ......• Tanggal .kode Digitnl Stamp; 

Yth. Sekretarls Kementerlan PPP 

di Jakarta 

: Segera 
: Satu Berkas 

: Hasll Telaah Kepala Dlnas ... 

Sifat 
Lampiran 

Hal 

(tanggal-bulan-20XX) :XX omor 

DIN AS PPPPA ( J} 
::::~~~:. ~~~~~~~'.:.:~:.~~.~~-·-·.·.·.·.·.·:.·(:) KOP DlNAS 

LOGO 1) 

FORMA"f SURAT 'fELAAH PE ING A PERUBAHAN DARI KEPALA DI AS 
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} 1111 
n PPPA . 

........................ (9) 

NIP (10) 

Kepala Dinas ...... j8) 

Ternbusan: 

I. Gubernur /Wollicota/ Bupati/ . 

2. lnspektur Daerah .... 
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kem 

4. Bappeda . 

:5. BPKAD •.•.•... 

Demikian karnl sampaikan, atas perhatian Bapak/lbu disampafkan 

tertma kasih. 
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0. URAIAN !SIA 

l. Dtisi dengan logo daerah 
2. Dlisi dengan nomenklatur Dinas Pengampu Urusan PPPA daernh 
3. Dlisi dengan nama Prov/Kah/Kata 

Diisi dengan alamat kantor Din. s Pengampu Urusa.n PPPA daerah 
5. Dlisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan OAK 
6. DUsi dengan pokok permasalahan yang menyebabkan perlunya 

perubahan alokasl antar BOP PA, contohnya: alokasl BOPPA 
pelayanan yang melebihi kebutuhan daerah 

7. D-Usi dengan rtnctan alokast per BOPPA sebelum dan sesudah 
usulan perubahan 

8. Dtisl dengan jabatan Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA daerah 
9. D-Usi den.gan nama Kepala Dlnas Pengampu Urusan PPPA daerah 
10. Dtisi dengan NrP Kepal Dinas Pengampu Urusaa PPPA daerah 
11. Dii.si dengan KepaJa Daerah, Inspektur Daerah Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangaa Kernen PPPA, Bappeda dan BPKAD 
daerah, 

PE'rUNJ K PENGISL~ SURATTELAAH PEN1'1NGNYA PER BAHAN DARI 

KEPALA DCNAS 
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Sehubungan d ngan usulan perubahan alokasi antar BOPPA tersebut di 
atas, dilamplrkan data dukung berupa: 
a. telaahan pentingnya perubahan dart kepala Dlnas; 

3. Alasan/pertimbangan perlunya perubahan alokasl antar BOPP;\; 
a, (7) 

b . 

No. BOPP A Sebelum Se.sudah 
I. BOPPA Pelayanao .......... . ....... 
2. BOPPA Pencegahan ...... . ..... 
3. BOPPA Manajemen .. ......... . ......... 

2. Bersama 1ni diusulkan perubahan alokasl antar BOPPA pada OAK NF 

Dana P.elayanan PPA dengan rtncian sebagai bertkut: (6) 

1. Dasar Hukum: 

a. Peraruran Mentert PPPA Nomor XX tentang Petunjuk: Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus onfisik Dana Pelayanan 
Perllndungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2022. 

b ••.•.•.•.•.•...•.•.•.•. (5) 

c, DPA Nomor Tanggal.. kode Digital Stamp; 

Yth. Sekretar!s Kementertan PPPA 

di Jakarta 

: Segera 
: Satu Berkas 

: Surat Pengantar Usulan Perubahan AJokasi 
antar BOPPA OAK NF Dana Pelayonan PPA TA _oxx 

Sifat 
Lampiran 

Hal 

(tanggal-bulan-20XX) :XX omor 

LOGO 1) 

FORMAT SURAT PE GANTAR DARI KEPALA DAERAH 
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}1101 Tembusan: 
L lnspektur Daerah, ... 

2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangau Kem n PPPA 

3. Bappeda . 

4. BPKAD . 
5. Kepala Dinas Pengampu Urnsan PPPA ... 

................................. 91 

[Ternpat, tanggal-bulan- 20XX) 
.................................... (8) 

b. surat pengantar dart kepala daerah 

c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dart kepala daerah; dan 

d. rtncian rencana perubahan, 

Demikian kaml sampaikan, atas perhatian Bapak/lbu disampaikan 
terlma kasih. 
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0. URAIAN lSIA 

l. Dtisi dengan logo daerah 
2. Dlisi dengan kepala daerah 
3. Diisi dengan nama Prov/Kah/Kata 

Diisi dengan alamat kantor pem rtntah daerah 
5. Dlisi dengan dasar hukum lainnya yang terkait dengan DAK 
6. DUsi dengan rtnctan alokasl per BOPPA sebelum don sesudah 

usulan perubahan 
7. Diisi deagan alasan / pertimbangan perlunya perubahan alokasi 

an tar BOPP A, contobnya: untuk mentngkatkan efekttvitas 
penggunaa.o DA.K Dana Pelayana.n PPA, untuk menyesuaikan dengan 
kebutuban daerah 

8. D-Usi den.gan Jabatan KepaJa Dae-rah 
9. Dtisi dengan nama Kepala Daerah 
10. Diisi dengan Inspektur Daerah, Ke pal a Biro Perencanaan dan 

Keuangan Kernen PPPA, Bappeda, BPKAD daerah dan l epala Dinas 
Pengampu Urusan PPPA da rah. 

PETUNJ K PENGISIAN SURAT PE GANTAR DARI JCEPALA DAER.AH 
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.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•• 10) 

[Tempat, tanggal-bulan- OXX) 

................................. (91 

2. Usul perubahan alokasi antar BOPPA beserta dokumen-dokumen yang 
dipersyaratkan Lelah disusun dengan lengkap dan benar sesuai dengan 
Pernturan Menteri PPPA omor XX tentang PetunJuk Tekrus Pen.ggu.naan 
Dana Alokasl Khusus Nonflsik Dana Pelayanan Perlindungan 
Perempuan dan Ana.k Tahun Anggarnn 2022. 

3. Sa a selaku kepala daerah telah menyetujui usul perubehan alokasi 

antar BOPPA tersebut, 

4. Apabila dl kernudian hart temyata pemyataan ini tldak benar, saya 
bersedla menerima segala resiko dan konsekuensinya sesual dengan 
tugas dan wewenang saya. 

Demikian surat penyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam 

keadaaan sadar, dan ttdak di bawah tekanan. 

Dengan lni menyatakan dan bertanggung jawah secara penuh atas 

hal- baJ sebaga! bertku t; 

1. Menyetujui usuJan perubahan alokast an tar BOPPA yang dnisulkan oleh 

................. 7 , yaitu j8) 

Yang bertanda tangan d!bawah iru: 
ama : (5) 

Jabatan : .........•...•...•.•......... (6) 

SURAT PERNYATAA TANGGUNO JAWA.B UTLAK 

NOMOR:XX 

LOGO Pl 

FOR.\it.AT S RAT PERNYATAAN TANGO NO JAWAB MUTLAK DARI KEPALA 

DAE RAH 
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NO. URAIAN ISIAN 

]. Dlisi dengan logo daerah 
2. Dtisi dengan kepala daerah 
3. Diisi dengan narna Prov/Kab/Kota 
4. Diisi dengan alama kantor pemerintah daerah 

o. Dtisi dengan nama Kepala Daerah 
o. Diisi dengan jabatan Kepala Daerah 

7. Diisi dengan Dlnas Pengampu Urusan PPPA ynng mengusulkan 
perubahan antar BOPPA 

8. Daerah Dtisl dengan perubahan alokasi yang dlajukan, contoh: 
perubahan alokasi BOPPA Pelayanan menjadi BOPPA manajemen 
yang sernula berjumlah XX menjadi XX 

9. Dtisi dengan jabatan Kepala Daemh 
10. Diisi dengan nama Kepala Da rah 

PETUNJUK PENGISlA SURAT PERNYATMN TANGGU G JAWAB MUTLAK 

DARI KEPALA DAERAH 
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f71 

NIP .I~ 
Nama. 

TcmpaL .. Pl, Tonggal ... t4l 
Kcpala Dinas ... !St 
ltando Langan aaU den cap dinas) ~ 

Total 

A. BdanJa Baban .... 

'l. Pclatihan Manajcmcn dan Pcnanganan Ku-us 

KTP, KTA dan TPPO 

A. Adminismw OAK (ATK 

pcnggandaan ..... 1 

I. Dulcung,,n Manajcmcn f'<lauanaan Dans 
Pclayanan PPA 

m BOPPA MANAJEMEII 

A. Biaya promos1 KJE •..... 

l. Pcnggcrakan dan pcmbcrdayaan muyarnkaL 
delarn pcnccgphan KTP, KTA, dan TPPO 

A. Biaya konaumsi, UlUUlport. . 

n BOPPA PEIICEGAHAN 

Pencmua.n koordinaai dan kcrja sama lint.as 
I. 

adctor pcnccgahan KTP, t..lA, dan TPPO 

S.EBELUM SESUDAH 
SELISIH 

No BOPPA/ SUBM.ENU /RJNCIAll 
Nilai Rincian Kegiatan Nilai Rincian Kegiatan 

Volume Saluan 
Huga 

Jumlah Volume Saluan 
Harga 

Jumlah 
Satuan Saluan 

(lJ (21 (31 (41 (51 (61 = (31•(51 (71 (81 (91 (101 = (71•(9) (lll = (101-161 

I BOPPA PELAYAJl'AII 

I. layanan Mcdikok-gal 

A. Visum Et Repertum ...... 

2. Layanan Pcndampingan Tenaga Ahli 

A. Biaya Jaaa Tenaga Ahli ...... 

3. Laynnan Rwnah Pulindungan 

A. Biaya Pcnginapan ...... 

4. 
layanan Pcnjongka.uan dan Pc.odampingan 
Korban 

A. Biaya Transponaai Karban do.n 

Pcndamping ...... 

5 Layanan G~lar Kasus 

A. Biaya Ko01mmsJ .•..... 

FORMATRINCIAN RENCANA PERUBAHAN 

RJNCIAN RENCANA PERUBAHAPI ANTAR BOPPA DANA PELAYANAN PERUNDUllGAN 
PEREMPUAN DAJII ANAK 

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ... !II TAHUll ANGGARAN ... l>I 

- 53 - 
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No URAIAN 

l Diisi sesual nama Provlnsi/Kabupaten/Kotayang dilaporkan. 
2 Dllsl sesual dengan tahun anggaran berkenaan. 

Kolom 2 Dlisi Jenis BOPPA sub menu, serta nnctan pada sub menu 

Kolom 3 Diisi jumlah volume rtnctan sub menu sebelum perubaban 

Diisi satuan tinciao sub menu sebelum perubahan, contoh : 
Kolom 4 

orang, paket, kali 
Kolom 5 Dtisi harga satuan per rtnctan sub menu sebelum perubahan 

Kolom 6 
Diisi jum.lah total a.nggamn per BOPPA, per sub menu dan p r 
rincian sub menu sebelum perubahan 

Kolom 7 Diisi jumlah volume rtnclan sub menu sesudah perubahan 
Dlisi satuan rtncian sub menu sesudah perubahan, contoh : 

Kolom 8 
orang, paket, kall 

Kolom 9 Diisi harga satuan per rtncian sub menu sesudah perubahan 

Kolom 10 
Dlisi jum.lah total anggaran per BOPPA per sub menu dan per 
rincian sub menu sesudah perubahan 

Kolom 11 
SeUslb anggaran sebelum clan s sudah perubahan per BOPPA 
sub menu, dan rtnctan sub menu 

3 Dllsl sesuai dengan tempat dlbuatnya laporan 
4 Dllsi sesum dengan tanggal penandatanganan laporan, 
5 Dtisi sesual dengan nama jabaian Kepala Dlnas. 
ti D!Jsl tanda angan asli dan stempel basah. 
7 Diisi sesuai dengan nama lengkap. 
8 Diisi sesual dengan NIP 

PE"l'VNJUK PENGISIAN RENCANA PERUBAHAN 
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IO STI AYU Bl ANG DARMAWATI 

ttd 

MENTER! PEMBERDAYAA PEREMP AN DAN 

PERLINDUNOAN ANAK REPUBLIK INDONESlA, 

Kepala Din s Sekretarls Kementerian 

PlHAKKEOUA PIHAK PERTAt,,CA 

Pada hari iru ......• langga .... bulan . . . .. un .. ·- tela diselenggaral<an konfirmasl usulan 

rencana pefaksanaan kegialan Dana Pefayan PPA "A 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan da Perundungan Anlik yang relan]utnya dlsebu Pitiak Pertama dan Dines yang 

selanJutnya cfJseb:ut sebagai Pihak Kedua. 

Bahwa berdasarkan pasal 9 Ayal J Peratumn Menteri ...•• Tahtm ..• tentang ··- ba a "Me.n erl 

mefakukan penffaian dan perse1ujuan temadap rencana lcegiatan Dana Pelayanan PPA'. 

Kedua menyampaikan dok.umen USllla.n rencana egiatan Dana Pelayanan PPA sebag 

bahan onlinnasi berupa menu kegialan, rinc!an aJokasi Dana Pefayanan PPA dan kelerangan. 

SelanJutnya Pina Per1ama meUlkukan konfirmasi sesuai dengan Pe unju eknis yang telah 

di e1apkan. KonfiTmasi dllaksana-kan seeara bersama-sarna, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berila 

Acara Persetujuan deng;m dilam!*i Laporan Hasil Konfirmasr yang merupokan bagian Iida 

terpea n dari Berna Acara Kon rma ini. 

Demildan bedla acara ini dibuat dengan sebenar-benamya can penuh tanggung Jawab. 

BERJTAACARA PERSETWUAN 

DANA PELAYANAN PPA 

MEOAN !ERCEKA BAR/ff NOtal rs JAKAR A 10 0 
TEl.EPO cn2 , 38425:ia l!I055o3 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUA DAN PERU DU GAN ANAK 
REPUBLIK I DO ESIA 

SEKRETARIAT KEMENTERIAN 
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